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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih
sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul:
‘EKSISTENSI JUSTICE COLLABORATOR SEBAGAI UPAYA
PENGUNGKAPAN FAKTA HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DALAM PUTUSAN NOMOR: 796/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL”. Tesis ini
dimaksudkan untuk untuk memperoleh Gelar Magister lImu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa proses tersusunnya tesis ini tidak
terlepas dari segala bantuan yang telah diberikan oleh banyak pihak dan
pada kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa penghargaan dan
terima kasih.

Penulis hanya dapat mendo’akan, semoga Allah SWT memberikan
limpahan rahmat dan berkahnya kepada semua pihak yang telah
memberikan bantuannya selama ini. Segala kritik dan saran yang bersifat
membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka. Semoga tesis ini
bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Yaa rabbal’alamin
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Juli 2023

Penulis

Ibrahim Sopi
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